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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas penegakan atau penerapan hukum di Indonesia 
dan upaya-upaya yang harus dilakukan agar penegakan hukum dapat 
dilakukan secara efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis normatif berupa library research, data yang digunakan data 
sekunder. Dapat disimpulkan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh 
faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, 
kebudayaan. Antara faktor yang satu dengan yang lain terkait sehingga 
jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka hukum tidak dapat ditegakkan 
secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan agar penegakan hukum dapat 
dilakukan secara efektif maka perlu perbaikan sistem hukum, 
pembaharuan hukum, perubahan hukum, sinkronisasi hukum, perbaikan 
moralitas, dan etika aparat penegak hukum, perbaikan pendidikan hukum, 
pembinaan kesadaran hukum masyarakat. 
 









A. Pendahuluan  
Kehidupan manusia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa 
yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan 
yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan 
untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan 
manusia.bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan 
pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman 
dalam menjalani tugas hidupnya.1 
Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya 
terdiri atas 4 unsur norma, yaitu norma moral, norma agama, norma 
etika atau norma sopan santun dan norma hukum. 
Norma hukum ialah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa 
negara. Norma hukum berisi tentang peraturan yang mengikat setiap 
orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan oleh 
alat negara. Karateristik norma hukum adalah bersifat memaksa dan 
mempunyai sanksi yang tegas.2 
Sasaran yang hendak dicapai hukum adalah terciptanya tatanan 
masyarakat yang tertib, terciptanya ketertiban dan keseimbangan, 
sehingga kepentingan manusia terlindungi. Dengan demikian hukum 
membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat 
dan membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah 
hukum serta memelihara kepastian hukum.3 Secara garis besar tujuan 
hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban bagi 
kehidupan umat manusia. Bagi negara yang menganut konsep negara 
                                                          
1 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia, Cet 9, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 1. 
2 Endrik Safudin, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Malang: Setara Press, 2017), hal.63. 
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet ke-2, (Yogyakarta: 
Liberty, 1999), hal. 71. 
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hukum, maka tujuan hukum tersebut sebagai titik tolak dan arah dalam 
penegakan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga hukum.4 
Penegakan hukum (law enforcement) merupakan proses 
penegakan fungsi-fungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sehari-
hari. Penegakan hukum, menurut Soerjono Seokanto adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan 
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup. Penegakan hukum merupakan proses lebih lanjut setelah 
selesainya pembuatan hukum oleh lembaga legislatif. Dalam proses 
penegakan hukum ini dijalankan oleh lembaga eksekutif dan 
dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif, sehingga menjadikan 
eksekutif sebagai bagian mata rantai dari perwujudan rencana yang 
tercantum dalam peraturan (hukum) yang telah dibentuk tersebut. 
Indonesia sebagai negara hukum wajib melakukan pelaksanaan 
hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk 
tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai 
penegakan hukum. Kondisi hukum dan penegakkannya kadang-
kadang menuai kritik. Berbagai kritik diarahkan baik berkaitan dengan 
penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan 
berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya 
hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. 
 
B.  Perumusan Masalah  
1.  Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi efektifitas 
penegakan hukum? 
                                                          
4 H. Sadjijono, Hukum Antara Solen dan Se In (Dalam Perspektif Praktek Hukum di 
Indonesia), Cet II, (Surabaya: Ubara, Press dan Laksbang Pressindo, 2017), hal.34. 
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2.  Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar penegakan 
hukum dapat dilakukan secara efektif? 
 
C. Pembahasan  
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  
Penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan 
menyelaraskan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat 
guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses 
penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari 
kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan 
hukum dapat dinilai diantaranya dengan memperhatikan peranan 
penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum 
yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. 
Dari sudut subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan 
oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 
penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau 
sempit. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan 
semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 
yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma/ 
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya 
penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 
penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 
suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 
Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya,pengertiannya 
juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, 
penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan.yang 
terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan 
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hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal 
dan tertulis saja, karena itu penerjemahan perkataan “law 
enforcement” kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
perkataan “penegakan hukum”, dapat diartikan dalam arti luas dan 
dapat pula digunakan istilah “penegakan hukum” dalam arti sempit. 
Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan 
hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan 
hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti 
materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap 
perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang 
bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi 
diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin 
berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.  
Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana 
masalah pokok  yang mempengaruhi penegakan hukum: 
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. 
d. Faktor masyarakat. 
e. Faktor kebudayaan.5 
Menurut penulis, selain kelima faktor tersebut tingkat pendidikan 
juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi dalam 
penegakan hukum.  
Faktor hukum, merupakan faktor yang menyangkut substansi 
atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik 
                                                          
5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet 
Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002) 
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awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi 
pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan 
hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan 
akan menentukan proses penegakkannya. 
Adapun sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah 
substansi aturan hukum tersebut, antara lain: 
a. Apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan; 
b. Apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (lex 
certa); 
c. Apakah tidak terjadi kontradiksi atau overlapping antara 
peraturan yang satu dengan yang lainnya; 
d. Apakah tersedia sanksi yang equivalen dengan perbuatan yang 
dilarang; 
e. Apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial 
yang ada. 
Faktor aparat penegak hukum, berarti berbicara faktor manusia 
yang akan menegakan hukum tersebut. Disini persoalannya adalah 
aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, 
sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan 
kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara 
tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen 
aparat tersebut. Sampai batas manakah petugas diperkenankan 
melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan 
kontekstual dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan 
aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya. Menurut 
Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri 
seorang petugas hukum sebagai manusia yaitu faktor kepribadian, 





Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan 
sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses 
penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut 
sarana dan prasarana baik ditinjau dari segi kualitas maupun 
kwantitas: 
a. Apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 
b. Apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan masih 
dapat dipakai; 
c. Apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif; dan  
d. Sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung 
proses penegakan hukum.  
Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan apakah 
warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, 
apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka 
terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka 
percaya pada hukum.  
Faktor kebudayaan, kebudayaan  menurut soejono soekanto 
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan 
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan 
demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku 
yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan 
dan apa yang dilarang.  
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dalam rangka 
penegakan hukum, perlu adanya kekuasaan sebagai kekuasaan 
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan 
undang-undang dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara 
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hukum Republik Indonesia. Kekuasaan yang merdeka mempunyai 
pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur 
tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari 
paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra 
Judisial.  
Lawrence M. Friedman menentukan bahwa efektif dan berhasil 
tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem 
hukum, yaitu struktur hukum (legal structure) substansi hukum 
(legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Jika ketiga 
faktor tersebut terpenuhi maka hukum itu dapat ditegakkan 
sebaliknya jika tidak terpenuhi maka hukum tidak dapat ditegakkan.  
 
2. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Penegakan Hukum Dapat 
Dilakukan Secara Efektif  
Hukum bukan merupakan karya seni yang adanya hanya untuk 
dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan 
suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk bahan 
pengkajian secara logis-rasional tetapi hukum untuk dijalankan.6 
Dalam menjalankan hukum tersebut, kadang-kadang hukum tidak 
dapat ditegakkan secara efektif. Upaya untuk mewujudkan 
penegakan hukum secara efektif, tidak terlepas dari upaya untuk 
menghapus atau paling tidak mengurangi faktor-faktor yang 
mempengaruhi dan menghambat penegakan hukum tersebut. 
Dalam proses penegakan hukum dipengaruhi 5 (lima) faktor, yaitu 
faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau 
fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor 
tersebut saling berkaitan, sehingga jika kelima faktor tersebut 
berfungsi secara benar, maka penegakan hukum dapat berjalan 
secara efektif. 
                                                          
6 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa , 1980), hal. 69. 
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Upaya yang dapat dilakukan, agar penegakan hukum dapat 
dilakukan secara efektif, harus diketahui faktor penyebabnya. Jika 
penyebab tidak efektifnya penegakkan hukum disebabkan: 
a. Faktor hukum, maka perlu dilakukan perubahan, pembaharuan 
hukum, sinkronisasi hukum. 
b. Faktor aparat hukum, maka perlukan dilakukan: 
1) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak 
hukum melalui pendidikan dan pelatihan 
2) Peningkatan integritas, moral, sikap dan perilaku kearah 
lebih baik 
c. Faktor sarana atau fasilitas, maka perlu dilakukan peningkatan 
baik dari segi kualitas maupun kwantitas 
d. Faktor masyarakat, maka perlu ditingkatkan kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik melalui 
penyuluhan hukum, maupun melalui teladan yang baik dari 
aparat penegak hukum. 
e. Faktor budaya, maka perlu dilakukan pembinaan, penyuluhan 




Penegakan hukum (Law Enforcement) yang dilakukan dengan baik 
dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara 
dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa dibidang 
hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 
warganya. 
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto, terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor 
sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. 
Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi 
struktur atau lembaga hukum, substansi hukum dan kultur hukum. 
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Masing-masing faktor tersebut saling terkait antara satu dengan yang 
lain. Jika salah satu faktor tidak dapat tegak, maka penegakan hukum 
tidak akan efektif. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar supaya 
penegakan hukum dapat diwujudkan secara efektif, dapat dilakukan 
pembaharuan hukum, pembinaan terhadap aparat penegak hukum 
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